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GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/570/B.03/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai
ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu

’,’ menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
| . Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

1 Daerah Tingkat | Lampung;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat;

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
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KESATU

KEDUA
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KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

November 2020 Hal Penyampalan Hasil Konsultasi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak
Daerah dan Retribusi,

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASBIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung
Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Rancangan Peraturan Dacrah tersebut berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Pesember 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

vw)fﬁ

ARINAL DJUNAIDI

1. Menteri Dalam Hegeridlil‘]di Jakarta;
. Menteri Keuangan Rl nkarta; ‘
g. Pi:nnpinm DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.




LAMPIRAN

SAN GUBERNUR LAMPUNG

(EPUTU
HWH_ow - G/570/B.03/HK/2020

TENTANG

EVALUASI  RANCANGAN  PERATURAN Dagpag

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK

DAE

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK

1. RANCANGAN PERATURAN
PENERANGAN JALAN
No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5

1. Judul PERUBAHAN RBRIAMA ATAS PERATURAN DAERAH | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 Judul disempumaksn scsuai
FeABERAT RNl R ENG—SEEATAN NOMOR 04 TAHUN | TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ketentuan UU No. 12 Tahun 2011
2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN sebagaimana telah diubsh dengan

UU No. 15 Tahun 2019

2. | Konsiderans 3. badenebndanp—Nomer—tiTabun—tO0dioniany—Beadan | 3. - Konsiderans Mengingat:
Mengingat 6 y # | 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang | - Angka 3 dihapus karena icizh
diganti dengen angka 5

Tahun 2011  tentang

12

Nomor .
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

8. Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintash Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor

3258)  eobapaimana—iclah—drsbnh—donpan—Poraturan
w. _. . + ;

13.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
._.uwu_.ﬁ__g _.mq_cEB._ Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan
Nomor_15 Tahun 2019 Lembaran  Nepara Rcpublik

_qgo:nui .?.E.: 2019 Namor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesig Nomor 6398):

_m.“ M””"M.”wn”n*_fun::_n_. Nomor 27 Tahun 1983 tentang
(Lasbarza N ._.."m_u C:nu:m.c.sﬁ_m:m Hukum Acara Pidana
Nomor 36 ,_.M_:qﬂ Republik Indonesia Tahun 1983

: than  Lembaran Negara Republik

Indonesia Nom .
kalj ok uuumu sebapaimana _.=au_._

13.

Nnvoa-

- angka 8 dan angka 13
disempurnakan dengan
mencantumkan  perubahan
terakhimya.




o lang Pem uk

Perundang-Undangan sap. £ bentukan Peraturan
. 8aiman i

Undang-Undang Nomor 15 .m_m”“.__”_._ ﬂ_www: nmu.mﬁ

T ————
Alllj
2
) 3 —_— 3 I e
Diktum MEMUTUSKAN: 1|ll||JI\i\lll.._Il11|| Umﬁ%
Memutuskan ; Cmituskan
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG E%.% mnwwmmmﬁﬂ?: disempumakan g
PERUBAHAN  BERFAMA  ATAS KABUPATEN LA ketentun UU N, 17 Typ
PERATURAN DAERAI KABU : dan ATAN 11 sebagaimana telah di g
EAMBENG—SELATAN NOMOR 04 BUPATI LAMPUNG SELATA dengan UU No. |5 Tahan 2019
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK .
PENERANGAN JALAN. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN.
Batang Tubuh _nn_n=_1§ WE_ 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi | 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi | Tambahken Nomor 2 ymg
sebagai berikut : sebagai berikut : menghapus Pasal 40 sesuai
ketentuan angka 210 Lampiran
. Pasal 6 Il UU No. 12 Tahm 2011
. scbagaimana  telsh  diubah
b. ...... dengan UU No. 15 Tahun 2019,
2. Ketentuan Pasal 40 d; elegasian
helemuan Tasal 90 dihapus ;
thapus mengatur  tidsk boleh adanya
Pengunda R delegasiblmgko
engundangan BERIFA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG LEMBARAN DAERAH KABUP . disesuaikan
ATEN LAMPUNG | Pengundangan
SELATAN TAHUN 2019 NOMOR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR w n_gw.w_ keteatuan Pasal 86 U
No, 12 Tahn ”_m___
scbagaimona e 19
L . dengan UU No. 15 Tahun 20
Lain-Lain Sesuai ketentuan angka 174 [ gan
Nomor 12 Tahun 201} or ampiran [ Undang-Undang

n Uﬂﬂg WN—.._:_

Peraturd iap
——  ——2atenKotadiberi penjelasan. L

.




2. RANCANGAN PERATURAN DAERAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

R — i — ————— L — S — I

—— = —_————

No | Materi Raperda ‘ Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keteraagan

) : | - I - < T e

1. | Judul | PERUBAHAN  PRRFAMA  ATAS  PERATURAN | PERUBAHAN  ATAS PERATURAN  DAERAH Dritem Memutuskan
| DAERAH & Wo-ShbAdAN NOMOR | NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK &wmporaian ,
06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN RESTORAN ketentimn UL No 12 Tahan |

_ Tabun 2019
2 | Konwiderans i o- Konsdenans Menpagxt
Mengingat 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201! tentang - Angia 5 Shapu

- N (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2011 § Raperda
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor 82, Tamhahan Lembaran Neyara Republil . angha 6 dan angla

Pembentukan Peraturan ~ Perundang-Undangan | Indonesia Nomor $234) schagmmana telah &ivhel Gempurmaiar dengan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 | dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 memcatr —ias penctuhan
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik (Lembaran Newars Republik Indonesia Tahun 2019 terakbermg _
h Indoncsia Nomor 5234), “Lmﬁﬁa H,m..w...:_:uu_“”“m Lembaran Negara Republik Angha 12 dubab |
| 11. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang neoncsia tomar 520 - Amgka 15 dncmpurnalan |

1. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 entang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara |

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

y Lembaran
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik | Pidana - (Lembaran - Negara Republih - Indooeva s pena
Indoncsia Nomor 3258) sebaparmene—iclah—dusbah | Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran :

_ " R i S B F a2 | Negara  Republihk  Indonesia Nomor  3238)
. ——- _ schavaimana telah  dichah  beberapalah  teralhar

dengan Peraturan Pemenntah Nomor 92 Tahun 2018

(Lembaran Nepars Republih Indonesia Tahun 2018
Nomor 290, Tambahan | ¢mbaran Nepara Republhih

Indonesia Nomor 8772

12 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang

Pengelolaan Kewanzan Daerah (Lembaran Negan
Repabhh  Indoncvia Tahun 2019 Nomor £

t— B

Tambahan _Lembaran Negara Republih_[ndonesia
Nomor 6323)

izrema |
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan tciah &pame: dengan angha




[ ]

1

K]

Diktum
Memutuskan

Ketentuan Umum

15. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan  Kcuangan  Daerah
scbagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 21
Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN PR ATAS
PERATURAN DAERAH RKABERAFEN
TAHUN 2011
RESTORAN.

TENTANG PAJAK

|. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan diantara angka 12
dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a
dan 12b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai benkut

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

NOMOR 06 |

15.

Menetapkan :

Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Nepara  Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAII NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN.

Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka
5, diubah dan diantara angka 12 dan angka 13
disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a dan 12b
serta diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1

(satu) angka yaitu_angka 27.a sehingga Pasal |
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Diktum Memutuskan
disempurnakan sesuai
ketentuan UU NO. 12 Tahun
2011,  scbagaimana telah
diubah dengan UU No. 15
Tahun 2019

Frase nomor | diubah dan

Pasal 1:

a. Angka 1, angka 2, angka 4,
angka 5 diubah sesuai
ketentuan UU No. 23 Tahun
2014

b. Angka 12.a diubah sesuai
ketentuan PMK No. 18

Tahun 2015




5
3 4 s
. Dacrah Otonom vang selanjutnya disebul Daerah | c. Tambahkan pengertian
adalah  kesatuan  masyarakat __hukum 'an Tapping Box

12. b. Pemilik/pengelola/penanggung  jawab usaha jasa
boga/katenng adalah perorangan atau Badan yang
menyelenggarakan usaha jasa bopakatening untuk
atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yvang
menjadi langgungannya.

12.

mempunvai_batas-batas _wilavah vang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemenntahan_dan
kepentingan masvarakat sclempal _menurut
prakarsa sendin berdasarkan _aspirmsi _masvarakat
dalam sistem Nepara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemenntah_Daerah adalah kepala_dacrah sebagai
unsur _penyelengeara Pemerintahan Dacrah  vang
memimpin pelaksanaan urusan pemeriniahan
ang  menjadi kewenangan dacrah olonom.

Dewan  Perwakilan  Rakvat  Daernh  yang
sclanjutnva__disingkat  DPRD  adalah _lembaga
perwakilan  rakyvat  dacrah  vang  berkedudukan
scbagai unsur_penvelengearn Pemerintahan
Daerah

Badan Daerah adalah Organisasi Perangkat Dacrah
yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Dacrah

a__ Jasa bogakatenin

adalah nycdiaan

makanan dan minuman_vang dilengkapi denpan
peralatan__dan perlengkapan  untuk  proses
pembuatan, penyimpanan, dan penya Jian, untuk
disajikan di lokasi vang diinginkan oleh pemesan

b. Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha jasa
boga'katering adalah perorangan atau Badan yang
menyelenggarakan usaha jasa boga/katering untuk
atas namanya sendini atou atas nama pihak lain
yang menjadi tanggungannya

. a. Tapping box adalah alat yang bisa merekam atau

menangkap transaksi vang tercetak oleh printer
point of sales vang digunakan oleh wajib pajak.




(2]

4

Lain-lain

"

Wajib pajak yang karena kealpaannya karena

tidak

menggunakan billing atau nota perhitungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dikenakan sanksi

berupa pencabutan sementara izin.

Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan | _”.q.n_j
Pasal, yakni Pasal 22A schingga berbunyi sebagai
benkut:

Pasal 22A

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak

2

) Tata cara

menggunakan  billing atau nota  perhitungan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan
sementara izin.

pengenaan  sanksi  admimstratif
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Scsuai ketentuan angka 174 Lampiran 1I Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan scbagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2019, Setiap

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.

]
a. Frase angka 3 diubah,

dikclompokkan pada Bab
yang sama yang mengatur

tentang sanksi adminstratif
. Pengenaan sanksi
administratif wajib

memperhatikan  dampak
sosial yang berkembang di

masyarakat, untuk iy
disarankan pengenaan
sanksi diawali dari sanksi
yang teringan.




3. RANCANGAN PERATURAN DAERAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan

4

5

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah im yang dimaksud dengan:

. Daerah Otonom vang sclanjutnya discbut Dacrah
masyarnkat __hukum___ yang
mempunyar_batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemernintahan_dan

masyarakat sctempal _menurut
prakarsa sendin _berdasarkan _aspirast _masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 2

No  Materi Raperda Rumusan Raperda
. . vy e vy
1 Batamg Tubwh Pasal |
Dalam Peraturan Dacrah imi vang dimaksud dengan:
D Rerrad e e e it At i b
adalah  kesatuan
kepentingan
Cenoi Pasal 2

&pungt retnbust schagar pembavaran atas  pelayanan
tempat rekreas, panwisata dan olahraga yvang disediakan,
des=uzliis dan atau dikelola olch pemenintah dacrah.

Pasal 4

1) Sanek retnbus: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalsh orang pnbadi atau badan yang menggunakan
tormpmt reioreas), panwasata dan olahraga

Wb retnbuu adalah orang pnibadi atau Badan yang
menurat  hctentan  peraturan perundang-undangan
renbun drwapbian untuk melakukan  pembayaran
retnbun, termasuh pemungul atau pemotong retribusi
temnpat rehscan dan olahraga

Demgan mama Retnbusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, _ Dengan nama Retnbusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan

Olahraga, dipungut retnbusi sebagai pembayaran atas
pelayanan tempat rekreasi, panwisata dan olahraga yvang
discdiakan, dimiliki dan/atau dikclola oleh pemenntah
dacrah.

Pasal 4

(1) Subycek retnbusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 adalah orang pnbadi  atau  badan yang
menggunakan'menikmati pelavanan tempat rekreasi,
panwisata dan olahraga dan Pemenntah Daerah.

Wayib retnbusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan
retnbusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retnbusi, termasuk pemungut atau pemotong retnbusi
tempat rekreasi dan olahraga

Pasal 1 angka | diubah sesuai
ketentuan Pasal | UU No. 23
Tahun 2014

Pasal 2 disempumnakan scsuai
ketentuan Pasal 127 huruf i UU
No. 28 Tahun 2009

Pasal 4 disesuaikan dengan
ketentuan Pasal 139 UU No. 28
Tahun 2009

——




3

4

d

Golongan dan
Jenis Retnibusi

Prinsip dan

Retribusi

Struktur dan
Besaran Tanf
Retnbusi

Pasal 5

(1) Retnbusi tempat rckreasi dan olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah daerah,

kecuali pada han-hari  besar tertentu, tempat
pemungutan retribusi  dilakukan di tempat-tempat
lertentu.

(2) } tempat-tempat tertentu

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan bupati.

Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan

Retnbusi Jasa Usaha.
Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retnbusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan
pada tujuan untuk memperolch keuntungan yang layak.

(2) Kcuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila

.r.ﬂ..:uwﬂll..... dilakukan mnﬂ.ua efisien dan berorientasi
pada harga pasar.

Pasal 10

Pasal 5

(1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah daerah,

kecuali pada hari-hari besar terientu, (empat
pemungutan retribusi dilakukan di tempat-tempat
terientu.

(2) Tempat-tempat tericntu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan
sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh Keuntungan yang
layak.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila
pelayanan tempat rekreasi dan olahraga tersebut
dilakukan sccara efisien dan berorientasi pada harga

pasar.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi
dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini:

s
Pasal 5 disempumakan

Pasal 7 disempumnakan sesuai
ketentuan Pasal 127 hurufi UU
No. 28 Tahun 2009

Pasal 9 disesuaikan dengan
ketentuan Pasal 153 UU No. 28
Tahun 2009

Pasal 10,

a syat (1) diubah, guna
memenuhi  asas  kejelasan
rumusan  sesuai  ketentuan
Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun
2011  scbagaimana  lelsh
diubsh dengan UU No. 15
Tahun 2019




2 3 4 5 7
b. semua tanf yang
dicantumkan dalam Pasal
10 agar dicantumkan pada
Lampiran Raperda
Pasal 11 Pasal 11 Pasal 11 disesuaikan dengan
(1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan O_mjﬂ.wm ketentuan Pasal 155 UU No._ 28
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau Tahun 2009
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauvan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada | (2) Peninjauan tarif Retribusi scbagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
dan perkembangan perckonomian. indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Tarif Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) | (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
ditctapkan dengan peraturan bupati, pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.
Penentuan BAB VIII BAB VIII Judul Bab VIl diubah dan Pasal
Pembayaran, : < PENETUAN PEMBAYARAN, TEMPAT 13 disempumakan dengan
Tempat b 13 PEMBAYARAN, wwvmmweﬂ»n%%z PENUNDAAN menambahakan ayai (1) baru dan
Pembayaran, SRR menghapus ayat (4) dan ayat (5)
Angsuran (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan Pasal 13 scsuai ketentuan Pasal 160 UU
Penundaan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. No. 28 Tahun 2009
Pembayaran (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud (1 <

(3)
4)

()

pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon. atau kartu
langganan.

Retribusi vang sudah dipungut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetor ke Kas Dacrah secara bruto.

(2) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan
menggunakan SKRD  atau  dokumen lain yang
dipersamakan,

(3) Dokumen lain yang dipersamakan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu
langganan.

(4) Retribusi yang sudah dipungut scbagaimana dimaksud
Ju& ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan

pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
diatur dengan Peraturan Bupati.




EE— I|

|

(&)

(h

)

i3

(4)

Notomtusn  Iebwh  lamjut tentang tata cara  pelak<anaan ﬁ
pomengutan Retnbus Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur

dengan Poraturan Bopan

Pasal 14

Pembavaran Retnbusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
vang terutang dilakukan secara tunai Junas.

b ek

Ketentuan lebih lanjut mengenan tata cara pembayaran,
penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran Retnibusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 15

Peraghan Retnbusi Tempat Rekreasi dan Olahraga |
vang terutang didahulw dengan surat teguran, sural
peringatan atau surat lain yang scjems

Pengcluaran sural Icguran, sural penngatan atau surat
lazn vang sejemis sebapar awal tindakan pelaksanaan
peragnhan retnbust, dikeluarkan segera setelah 7 (wyuh)
han kerna sejak jatuh tempo pembayaran

Dzlam jangka wakiu 7 (tujuh) han kerja sciclah tanggal
surat tcpuran, sural perningatan atau surat lain yang
scyerns, wapb retnbusi harus melunasi retnbusi yang
lerutang

Surat teguran, surat peringatan atau sural lain yang
wycras  whagmmana  dimaksud  pada  ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

(n

(2)

(3)

Olahraga yang terutang dilakukan secara tunav/lunas

Pembayaran Retnbusi yang lerutang scbagaimana

dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan  scjak
diterbitkannya SKRD  atau  dokumen lain vang |
dipersamakan

Ketentuan  letih  lanmjut mengenai  tata cara
pcmbavaran,  penentuan tempal  pembayaran,

angsuran dan penundaan pembayaran  Retnbusi
diatur dengan Peraturan Bupati

BAB. ...
PENAGIHAN
Pasal 15

Penagihan retnbusi terutang vang tidak atau kuran
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
Penagihan Retnbust Tempat Rekreasi dan Olahraga

yang terutang didahulur dengan surat teguran, surat 'b.

peringatan atau surat lain yang sejenis

Pengeluaran surat teguran, surat penngatan atau surat
lain yang sejemis sebagar awal undakan pelaksanaan
penagthan retnbusi, dikeluarkan segera setelah 7
(tuyuh) han kena sejak jatuh tempo pembayvaran
Dalam jangka waktu 7 (tyuh) han kena setelah
tanggal surat leguran, surat peningatan atau surat lan
yang scjems, wapb retnbusi harus melunasi retnbusi
yang terutang

|

10
) 3
Pasal 14 Paal 14 ayat (2) diubab sesuai
ketentuan UU No. 28 Tahun
Pembavaran Retnbusi  Tempat  Rckreasi  dan 2009

Pasal 15

a Tambahakan Bab baru yang
mengatur lentang
Penagihan, dengan adanya
penambahan  Bab, Bab
sclanjutnyva menyvesuaikan
Pasal |5 tambahkan ayat (1)
dan avat (6) baru scsuai
ketentuan Pasal 160 UU
No. 28 Tahun 2009
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L&)

Administratif

Penghapusan
Hutang Yang

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga menjadi kedaluwarsa selelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung scjak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan  Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran, atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.

(5)

(6)

(D

(2)

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
scjenis  schagaimana n__.anrm.:n ._B% ayat (l)
dikeluarkan olch pejabat yang ditunjuk.

teguran/peringalan/surat
denpan peraturan bupati.

BAB....
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal....

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis.

Apabila tcguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dipatuhi, maka wajib retribusi
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung scjak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
Kedaluwarsa  penagihan  Retribusi  sebagaimana
...__Bu_mm_.a pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari  Wajib
Retribusi baik lan 1sung maupun tidak langsung.

Tambahkan Bab baru yang
mengatur  ftentang  Sanksi
Administratif sesuai ketenman
Pasal 160 UU No. 28 Tahun
2009

Pasal 17 ayat (2) huruf b
disempurnakan sesuai
ketentuan Pasal 156 dan Pasal
166 UU No. 28 Tahun 2009
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(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimang | () Dalam hal diterbitkan Surat Teguran scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dimaksud pada ayat (2) huruf a, .rn&EMﬁE
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran. .ﬂn:mm__._m: dihitung scjak tanggal diterimanya Surat
(4) Pengakuan  utang  Retnbusi  secara  langsun cguran. —
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b E_u_mm (4) Pengakuan utang Retribusi ~sccara langsung
Wajib Retribusi dengan  kesadarannya menyatakan sebagaimann ﬁ__iprmcn pada ayat (2) huruf b EEE._
masih  mempunyai utang Retribusi  dan  belum S.&._r Retribusi n...:._mu__ rnmumb_.n.:._:xw menyatakan
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. masih - mempunyai _utang ﬂn__”_v._wcwr dan  belum
(5) Pengakuan utang Retribusi sccara tidak langsung melunasinya kepada Pemerintah Dacrah.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ._"_m_unmr_. ®) _ur._._mn__.._cu_._ utang Retribusi secara tidak langsung
diketahui dani pengajuan permohonan angsuran atau scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan olch diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
Wajib Retribusi penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
’ oleh Wajib Retnbusi.
Pasal 18 Pasal 18 Pasal 18 di ayat (1) dan ayat
.aﬂn_:?_...,__,.,_._"ﬁ__q.ﬁ e e = (2) diubah scsuai ketentuan
tidak mungkin ditngih lagi karena untuk | pasal 168
(2) melakukan _pengihan _sudah kedaluwarsa, dapat | 5o00 HU No:28. Tk
: dihapuskan.
drataphandepsan-hoputsan-Bupati (2) Bupati menetapakan keputusan penghapusan piutang
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah retribusi  vane  sudah__kedaluwarsa sebagaima
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. dimaksud pada ayat (1)
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
10. | Penyidikan BAB XII BAB XII Pasal 20 disempurnakan sesuai
KETENTUAN PENYIDIKAN KETENTUAN PENYIDIKAN ketentuan Pasal 173 UU No.
28 Tahun 2009. Dalam
Pasal 20 Pasal 20 merumuskan ketenluan  yang

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

(N mﬁn_: _sz_.ﬁ__._.n Kepolisian Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Dacrah diberi wewenang khusus sebagai

menunjuk  pejabat  (ertentu
sebagai penyidik  pegawml
negen sipil diusahakan agar
tidak mengurangi kewenangan
untuk

bidang Retribusi Dacrah, sebagaimana dimaksud dalam Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ik
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam u....&.umh_.ﬁs __.ﬂmuﬂmu e
a. Undang-Undang Hukum Acara Pidana. melakukan pen)
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah | (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | ketenluan angka 219 Lamp;
. . D i Lo F d piran

pcjabat pegawal negert sipil tertentu  dilingkungan adalah pejabat pegawai negen sipil tertentu di | Il UU No. 12 Tahun 2011
pemenntah dacrah yang diangkat oleh pejabat yang lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh | sebagaimana telah diubah
berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan pejabat yang benwenang scsuai dengan ketentuan | dengan UU No. 15 Tahun
perundang-undangan. peraturan perundangundangan. . 2019,

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat | (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
(1) adalah : ayat (1) adalah: N
a menenma, mencan, mengumpulkan, dan meneliti a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

Keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencan, dan mengumpulkan keterangan
mengenai  orang pribadi  atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga,

meminta keterangan dan bahan bukti dan orang
pribadi atau Badan schubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga;

memenksa buku, catatan, dan
berkenaan dengan tindak pidana di
Retnbusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
melakukan penggeledahan untuk  mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
menyuruh berhenti dan‘atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memerksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

dokumen lain
bidang

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Dacrah dan Retribusi
agar keterangan atau laporan ters¢but menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan
Retribusi;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang

pribadi atau Badan schubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Dacrah dan
Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain

berkennan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi:

¢. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, scrta  melakukan penyitaan
terhadap bahan bukii tersebut:

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi:

g- menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;
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memotrel sescorang yang berkaitan dengan tindak |
pidana Retnbusi Tempat Rekreas dan Olahraga, |
memangl orang untuk  didengar heterangannya |
dan dipeniksa schagar tersangha atau saks,
menghentikan penyidikan, dan atau

mclakuban  bndakan  lain yang  perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana & bidang |
Retnbusi Tempat Rekreass dan Olahraga sesuas

dengan peraturan perundang-undangan

h memotret sescorang vang berkaitan dengan tindak ‘

mdana perpajakan Dacrah dan Retnbus,

1 memanggl orang untuk didengar keterangannya
dan dipenksa schagar terangha atau saksy,
menghentikan penvidikan, dan atau

J
k mclakukan tindakan lan vang perlu untuk

kclancaran penvidikan tindak prdama 7.&:@
perpajakan Dacrah dan Retnbus sesua Gﬁ..rh:
kctentuan peraturan perundang-undangan

{4) Penyidik  schagmmana  dimaksud  pada  avat :._ (4) Penydik  schagaimana dimalsud pada avat 2.

membentahuban

dimulainya penvidihan dan

menyampaihan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalw Penvidik pejabat Polia Negara Republik
Indoncsia, scsuar dengan hetentuan vang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mcembentahukan dimulainva ?,nu.r“__run dan

memamparkan hasl penvidihannva bepada Penuntut |

Umum mclalnn Pennidil pejabat Polii Negara |
Republil Indoncsia, swesuan dengan hetentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hulum Acara Pidanas

|
|

_




4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan

2

3

5

_.nc.._u:_n_.w:m
Mengingat

Pasal 18 ayat 6, Pesel—8B Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penclapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesin - Tahun 1956 Nomor 57), tentang
Pembentukan Daemh Tingkat 11 termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daecrah Tingkat | Sumatera Sclatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharnan  Negara(Lembaran Negara  Republik
Indoncesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Ncgara (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

]

K]

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Dacrah Tingkat I Sumatcra
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoncsia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lenlang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c:.&:m.c_._nmzm Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Ne R . :
Nomor 5049); gara Republik Indonesia

Konsiderans Mengingat:

a. Angka 5 diubah menjadi
angka 3, angka 3 diubah
menjadi angka 4, angka 4
diubah menjadi angka 5,
angka 9 diubah menjadi
angka 8, angka 8 diubah
menjadi angka 9 sesuai
ketentuan UU No. 12 Tahun
2011 scbagaimana telah
diubah dengan UU No. 15
Tahun 2019.

b. Angka 6 disempurnakan
dengan mencantumkan
perubahan terakhimya.

c. Angka 8 diubah.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014
tentangPemenntahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pembenan dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retnbusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kabupaten Lampung Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

Undang-Undang Nomor |2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana lelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20]19
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan_Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014
tentangPemenintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Necgara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 20135 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan  Insentif
Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor $161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan_Keuvangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia_ Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia

Nomor 6322);




Dengan nama Rciribusi Pemakaian Kckayaan Daerah, dipungut

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekaysan Dacrah adalah

Frosampenmmrsn s —tieogbrabres—srdohgrornerrm bi—domiophdorgan
monppunahamemomanianthan  kckayoan dacrah  dewgen
meint il

Dengan  nama  Retnbusi
dipungut retribusi
kekayaan daerah.

Pemakaian Kckayaan Daerah,
scbagai pembayaran atas pemakaian

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
pemakaian  kekayaan  dacrah  yang  dimiliki oleh
pemerintah dacrah berupa:

17
1 2 3 4 5 —
2. | Ketentuan Umum Pasal | Pasal | Pasal |
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. angka 1, angka 4, angka 6
1. Bovtabridatah-tucrah-hebupaton--mpune e bien 1. Daerah Otonom vyang selanjutnya disebut Daerah diubah  sesuai ketentuan
. ; » f adalah___ kesatuan _masyarakat  hukum _ vang Pasal 1 UU No. 23 Tahup
mempunyai_batas-batas _wilavah yang berwenang 2014  scbagaimana telah
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan_dan diubah beberapakali
kepentingan masvarakat selempat _menurul terakhir dengan UU No, 9
prakarsa sendiri_berdasarkan_aspirasi _masyarakal Tahun 2015
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. | b. angka 14 dihapus karena
4. Dewan  Perwakilan  Rakyvat  Daerah  vang buka merupakan dokumen
sclanjutnva _ disingkat _ DPRD _adalah__lembaga pemungutan retribusi
perwakilan rakvat daerah yang  berkedudukan c. angka 17 diubah sesuai
sebagai unsur penvelengeara Pemerintahan ketentuan Pasal 1 angka 73
Daerah UU No. 28 Tahun 2009
6. Belanja Daerah vang | d. angka 19 dihapus karena
sclanjutnya _ disingkat APBD __adalah rencana tidak ada kaitannya dcngan
keuangan tahunan Dacrah vang ditetapkan dengan materi muatan Raperda.
Perda.
4. -
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar van
selanjuinya  disingkat  SKRDLB. _adalah _ surat
ketetapan__retribusi_vang  menentukan  jumlah
kelebihan _pembayaran retribusi_karena jumlah kredit
retribusi_lebih besar danpada retribusi vang terutang
atau scharusnya tidak terutang.
19. -
] Obj Pasal 2 Pasal 2 Pasal 2 disempurnakan sesuai
3 M.H_ﬂw wnﬁecn._nr. ketentuan Pasal 108 UU No. 28

Tahun 2009

Pasal 3 diubah sesuai ketentuan
Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009,

mengingat:




Cara Mengukur
Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 5

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi divkur dan dihitung
berdasarkan  klasifikasi dan jenis kckayaan/fasilitas  yang
digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka wakiu serta
frekuensi pemakaian.

Wiajib Retribusi Pemuakaian Kekayaan Daerah adalah orang
pnbadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi, (ermasuk
retribusi.

pemungul atau pemolong

Pasal. ...,

Retnbusi Pemakaian Kekayaan dacrah digolongkan sebagai

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daernh diukur
kekayaan/fasilitas  yang  digunakan,

berdasarkan  jenis

n_u..du:qn.u_rﬁr_,&___mr:ir dan jangka waktu serta frekuensi

pemakaian,

18
2 3 4 | 5
(2) O-a._nw .H:#Em_. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a. tanah: Penggunaan/pemakaian doking
meliputi : b. gedung atau bangunan; kapal dan fasilitas di arca pusat
a tanah; ¢. kendaraan dinas; pelelangan  ikan merupakan
b. gedung atan bangunan; d. penggunaan gedung olahraga; objek  rewribusi  pelayanan
¢. penggunaan gedung olahraga; c. penggunaan/pemakaian alat-alat berat, : kepelabuhan  dan am_,_u i
d. kendaraan dinas; v (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana n.:ﬂ._mu:n tempat lelan: us!
e penggunaan/pemakaian alat-alat berat; pada ayat (1) adaluh penggunaan tanah yang tidak || b PR RSN s
; ; ; i tanah.
e termbah fangsi tan 135 UU No. 28 Tahun 2009..
(3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
- el inorel o
. " 3
c. penggunaan tanah yang udah merubah status dan fungsi
tanah.
Pasal 5 Pasal 5 diubah sesuai ketentuan

Pasal 139 UU No. 28 Tahun
2009

Tambahkan pasal baru sesuai
ketentuan Pasal 127 huruf a
UU No. 28 Tahun 2009,
dengan adanya penambahan
pasal, urutan pasal selanjutnya
menyecsuaikan,

Pasal 6 diubah sesuai ketentuan
Pasal 151 UU No. 28 Tahun
2009
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Prinsip dan Pasal 7 Pasal 7 Pasal 7 disempumnakan scsugj
sasiarun dalam o ketentuan Pasal 153 ayat (2)
penetapan (1) Prinsip dan sasarun dalam  penctapan struktur dan | (1) Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan | UU No. 28 Tahun 2009
struktur dan besamya tanl retribusi jase—usaba  didasarkan  pada besarnya tanf retribusi pcmakaian kekayaan dacrah
besamya tanf tuyuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. didasarkan  pada  tuuan untuk  memperolch
retribusi ) Keuntungan yang layak scbagaimana dimaksud pada keuntungan yang layak.
ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila | (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada
?.._E.EE: pusa—wsaha tersebut dilakukan secar efisien ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila
dan berorientasi pasar. pelayanan  pemakaian  kekayaan dacrah  tersebut
dilakukan secara efisicn dan berorientasi pasar.
Struktur . dan Pasal 8 Pasal 8 Pasal 8 ayat (3) diubah, guna
besamya tanf (1) Struktur  dan  besamya tanf  pemakmian  tanah | (1) Struktur dan besamya  tarif  pemakaian  tanah | memenuhi  asas kejelasan
digolongkan berdasarkan lokasi, luas dan jangka waktu digolongkan berdasarkan lokasi, luas dan jangka | ) moican sesuai ketentuan Pasal
pemakaian, waktu pemakaian o
) Besarnya tanf berdnsarkan lokasi tanah, scbagai benkut: | (2) Besarmya tanf berdasarkan lokasi tanah, scbagai 3 _EE,H. LLL 12, Thinin .wo:
n. lanah strategis [ adalah tanah milik pemernintah benkut: scbagaimana  iclah  diubah
dacrah yang terletak di tepi jalan nasional, provinsi a. tanah strategis | adalah tanah milik pemerintah | dengan UU No. 15 Tahun 2019
dan jalan-jalan di dacrah,dan dacrah yang terletak di tepi jalan nasional, | semua tanf yang dicantumkan
b. tanah strmegis 11 adalah tanah-tanah  lampiran provinsi dan jalan-jalan di dacrah;dan dalam Pasal 8  agar
dan/atau tanah-tanah yang tidak mempunyai akses b. tanah stmtegis 1l adalah tanah-tanah lampiran | dgicantumkan pada Lampiran
jalan. dan‘atau tanah-tanah yang tidak mempunyai
akses jalan. Raperda
(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani
Peraturan Daerah ini.
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3

bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk biaya
kebersihan,

Pasal 10
(1) Struktur dan besamya tarif penggunaan kendaraan dinas
digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan
jangka waktu pemakaian.

(2) Berdasarkan tanf ditetapkan berdasarkan  jenis
kendaraan yang digunakan, tidak termasuk biaya supir
dan BBM.

bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk

biaya kebersihan.
(3) Struktur dan besamya

tarif retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

Il yang merupakan
Peraturan Daerah ini.

bagian tidak terpisahkan dan

Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan kendaraan
dinas  digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas,

fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.

(2) Berdasarkan tarif  ditetapkan berdasarkan jenis
kendaraan yang digunakan, tidak termasuk biaya

supir dan BBM.

1 5
Pasal 9 Pasal 9 Pasal 9 ayat (3) diubah, guna
(1) Struktur dan besamya tarnif penggunaan | (1) Struktur dan  besarmya  tanif  penggunaan memenuhi Psu kejelasan
bangunan/gedung  digolongkan berdasarkan jenis, bangunan/gedung digolongkan berdasarkan jenis, | FuMusan sesuai ketentuan Pasal
kapasilas, fasilitas, dan jangka wakiu pemakaian. kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian. 5 hunuf f UU 12 Tahun 201|
(2) Besamya tanf ditetapkan berdasarkan  obyck | (2) Besarnya tarif  ditetapkan berdasarkan obyek | sebagaimana

telah  diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019
semua tanf yang dicantumkan
dalam  Pasal 9  agar
dicantumkan pada Lampiran
Raperda

Pasal 9 ayat (3) diubah, guna
memenuhi  asas  kejelasan
rumusan sesuai ketentuan Pasal
5 huruf £ UU 12 Tahun 2011
scbagaimana tclah  diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019

D
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4 5

(3) Struktur dan besamya larif retribusi scbagaimana | semua tanif yang dicantumkan
. dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran | dalam  pasa] 19 agar
111 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan dicantumkan pada Lampirgn
Peraturan Daerah ini. Raperda P




2

i

4

Pasal 11

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas,
fasilitas dan jangka waktu pecmakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis alat-alat berat

yang digunakan tidak termasuk BBM dan supir.

Pasal 11

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis,
kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis alat-alat
berat yang digunakan tidak termasuk BBM dan
Supir.

(3) m:_“..r_:q dan besamya tarif retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
IV vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

3

Pasal 11 ayat (3) diubah, guna
memenuhi  asas  kejclasan
rumusan sesuai ketentuan Pasal
5 huruf f UU 12 Tahun 2011
secbagaimana telah diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019
semua tanif yang dicantumkan
dalam  Pasal 11  agar
dicanlumkan pada Lampiran
Raperda
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2

Penggunaan/pema
kaian Doking
Kapal dan
Fasilitas  diarea
pusat pelelangan
Ikan

Sewa
Rekame

Panggung

(1)

Pasal 13

Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan
jangka waktu pemakaian.

Besamya tarif ditctapkan berdasarkan obyck retnbusi
yang digunakan wajib retribusi.

m.._ ..__._E HL_.___ __:__:_____.. — :::___ towe _._l. .uu_.:_m_

]

Pasal 13

(1) Struktur tanf digolongkan berdasarkan fasilitas dan
jangka woktu pemakaian.

(2) Besamya tanf ditetapkan berdasarkan obyek
retribusi yang digunakan wajib retribusi.

(3) Struktur dan besamya tanf retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 dihapus, sesuai ketentuan
Pasal 3 hasil evaluasi Raperda,
mengingat:

a. ketentuan Pasal 12 ayat (3)
huruf a, huruf b dan huruf ¢
merupakan objek  retribusi
tempat  pelclangan  scsuai
ketentuan Pasal 130 UU No.
28 Tahun 2009

b. ketentuan Pasal 12 ayat (3)
huruf d, merupakan objek
retnbusi pelayanan
kepelabuhan sesuai ketentuan
Pasal 135 UU No. 28 Tahun
2009

c. dengan adanya penghapusan
pasal, pasal  selanjutmya
menyesuaikan,

d. Apabila Pemerintah
Kabupaten Laompung Selatan
akan memungut retribusi
tersebut, maka harus
menyusun Raperda tetntang
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan

Pasal 13 ayat (3) diubah, guna
memenuhi  asas  kejelasan
rumusan sesuai ketentuan Pasal
5 huruf f UU 12 Tahun 2011
scbagaimana telah  diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019
tarif yang dicantumkan dalam
Pasal 13 agar dicantumkan
pada Lampiran Raperda
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1 2 3 4 5
9. | Peninjauan Tanf Pasal 14 Pasal 14 Mmbu_ _h_.ﬁ ayal (2) disesuaikan
(1) Tanf Retribusi Pemakaian Kckayaan Daerah dapet | (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat H%o_.wm%mﬂ._.mﬂwﬂm-m%oﬁa 155 UU
ditinjau kemhali 3 (tiga) tahun sckali. ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarf retnbusi sebagaimana dimaksud pada | (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
avat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan indeks pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan
harra, perhembangan perckonomians—den—persbehan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
' s . i (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
fae s ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
(3) Penctapan tanf retribusi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
10. Pasal 16 Pasal 16 ayat (1) diubah sesuai
ketentuan Pasal 1 angka 70 UU
Masa retribusi pemeckaian kekayaan daerah | NO- 28 Tahun 2009
ditetapkan ... jam/hari/minggu/bulan/tahun.
Saat retribusi  terutang adalah pada  saat
Al hashea-poade Do frde e ket RdRB- diterbitkannya Surat Kectetapan Retribusi Daerah

1.

Penentuan
Pembayaran,
Tempat
Pembayaran,
Angsuran  Dan
Penundaan
Pembayaran

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya
Surat Ketetapan Retribusi Daemah (SKRD) atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pembayaran retribusi  terutang harus  dilunasi
sekaligus.

BAB....
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN
Pasal....

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

(3) Dokumen

dokumen lain yang dipersamakan.
lain  yang dipersamakansebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon
dan kartu langganan,

Bab X dan Bab XI dijadikan 1

(satu) Bab yang mengatur
tentang Penentuan
Pembayaran, Tempat

Pembayaran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran sesuai
ketentuan Pasal 156 dan Pasal
160 UU No. 28 Tahun 2009




(]

3
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disctor secara bruto ke kas dacrah,

Pasal...

(1) Retribusi yang tcrutang harus dilakukan secara
tunai/lunas.

(2) Pembayaran  retribusi  terulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan,

(3) Tata cara pecmbayaran, penentuan  tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran
retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
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12,

13.

Sanksi
Adminisiratifl

Penagihan

Pasal 22

Dalam hal wajib retnbusi sebegatmane—drmaksud—dalam
Pasel=5 tidak membayar tepat pada waktunya atau Kurang
membayar dikcnakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sctiap bulan dari retnibusi yang
terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XllII
PENAGIHAN
Pasal 23

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang

sejenis scbagai tindakan awal pelaksanaan penagihan

retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) han sejak tanggal

jatuh tempo pembayaran.

Pasal 22

Dalam hal wajb retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar dikcnakan sanksi
admimistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
schiap bulan dan retribusi yang terhutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII11
PENAGIHAN
Pasal 23

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3) vn_am__u_cnnu: surat teguran/peringatan/surat lain yang
scjenis scbagai tindakan awal pelaksanaan penagihan
reribusi - dikeluarkan setelah 7 (twjuh) hari sejak

Pasal 22 disempumakan sesuai
ketentuan Pasal 160 ayat (3)
UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 23 disempumakan

tanggal jatuh tempo pembayaran.
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3

14.

15.

Keberatan

Ketentuan
Penyidikan

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal surat

teguran/peringatan‘surat  lain  yang sejenis, wajib
retnibusi harus melunasi retnbusi yang terhutang.
teguran/penngatan/surat  lain - yang sejenis

(5) Surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikcluarkan oleh

pejabat yang ditunjuk.

(6) & , . ¢ lata cara penagihan
lornasrh—Ruortak—dan—res—SFRB=soria penerbitan surat
teguran/penngatan/surat lain yang sejenis diatur dengan
peraturan bupati.

Pasal 25
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2~¢dua) bulan
s¢jak tanggal sural keberatan ditenima harus memberi
keputusan atas keberatan vyang dinjukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menenma
atau menolak sebagian atau seluruhnya atas-keberatan

-
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

e - ahdecrnl

[2) Penyidik sebagaimana ﬁ__.:._...__nm:n pada ayat (1) adalah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

(4)

(5)

(6)

(D

(3)

(4)

4
Dalam jangka waktu 7 (tujub) _._n.:. setclah Em_mmn_
sural teguran/peringatan/surat lain  yang  sejens,

wajib retribusi  harus melunasi retribusi  yang
terhutang. o
Sural teguran/peringatan/surat lain  yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
olch pejabat yang ditunjuk. .

Tata cara penagihan dan penerbitan  surat

teguran/peringatan/surat  lain yang sejenis  diatur
dengan peraturan bupati.

Pasal 25

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (¢nam)
bulan scjak tanggal Surat Kcberatan diterima harus
memberi keputusan atas kcberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah untuk memberikan kepastian hukum  bagi
Wayib Retnibusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau

menambah besamya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu
lersebut

kepulusan, keberatan yang diajukan

dianggap dikabulkan.
Pasal 34

Selain penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
terientu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retnibusi, scbagaimana dimaksud dalam Undang-

wewenang  khusus  scbagai  Penyidik

Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 25 disempumakan sesuai
ketentuan Pasal 163 UU No, 28

Tahun 2009

Pasal 34 disempurnakan sesuai
ketentuan Pasal 173 UU No. 28
Tahun 2009. Dalam

merumuskan ketentuan yang
menunjuk  pejabat  tertentu
scbagai  penyidik  pegawal

negeri sipil diusahakan agar
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3

5

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:

a.

menerima, mencar, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:
meneliti, mencani dan mengumpulkan keterangan
mengenai  orang  pribadi  atau  badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan
dengan tindak pidana retribusi ;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan schubungan dengan tindak
pidana dibidang retribusi |

memeriksa  buku, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
dacrah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli
pelaksanaan tugas  penyidikan
dibidang retribusi daerah;
menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meniggalkan ruangan atau ftempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumentasi yang
dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
menghentikan penyidikan; dan/atau

dalam rangka
tindak pidana

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

adalah pejabat pegawai negeri sipil

tertentu  di

lingkungan Pemecrintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwcnang se

suai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan. .
Wewcnang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a.

mcnerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Dacrah dan Retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi  alau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan
Retrnibusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retnibusi;

_ memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan buktii pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukati tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
:..n:MEE. berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

E...saﬁm orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

tidak mengurangi kewcnangan
penyidik umum untuk
melakukan penyidikan sesuaj

ketentuan angka 219 Lampiran
I UU No. 12 Tahun 2011

scbagaimana telah  diubah
dengan UU No. 15 Tahun
2019.

—
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Kk melakukan undakan lain vang perlu  untuk
kelancaran  penvidik  tindak  pidana  dibidang
retnbusi  dacrah  scsuai  dengan  Kketentuan
perundang-undangan.

(4) Penvidik  schagaimana  dimaksud pada avat (1)
membentahukan dimulainya penyidikan  dan
menvampaikan hasil penyidikannya kepada penuntul
umum melalw penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

()

-

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan Dacrah dan Retnbusi,
memanggil orang untuk didengar Keterangannya
dan dipeniksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan‘atau

melakukan tindakan lain  yang perlu  untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Dacrah dan Retnbusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
membentahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyvampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesum dengan Ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

-




3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5
1. | Konsiderans i 5 " 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang | Konsiderans Mengingat:
Mengingat . WM.M“N_W_MMM ne ﬂmﬂﬂahz ?ﬁ%..ﬂ:a%ﬁ.::ﬁﬁ% Pembentukan Peraturan _un_.p_:a.u:m._._:ﬁ_u:mmz (5) Angka 5, angka 9,
(Lcmbaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun uc_._ ﬂ_._w_nw 15 dan angka 16
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor .mu, Tambahan _.n:.__._na__._ Negara znv.:_u___r disempurnakan dengan
Indonesia Nomor 5233, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah mencantumkan .
Republik Indonesia Nomor 567): dengan  Undang-Undang _.,,_oa.: _m. .H.."._:E.. 2019 perubahan terakhimya.
7. Bersturen—Pomesntah-Nomer—1i-Tel 1000 o Lembaran Nepara Republik_Indonesia Tahun 2019 (6) Angka 7, angka 11 dan
. " : , , Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik angka 14 diubah.
Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
lzin_Lingkungan (Lembaran Negara Republik
. N N , Indonesia _Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan
= ﬂwww_““quzmnﬂnaﬂhﬂ“: vﬁ“ﬂ-ﬂﬂ”&nﬁ:oﬂ_ﬁ“ﬂ”ﬂw Lembaran ZnE:.H. Republik Indonesia Nomor 5285):
(Lembaran Negara _ﬂnu:_u_.:,. Indonesia Tahun 2000 | % Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun ucm.c tentang
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Indonesia Nomor 3955); (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2000
1. . - ; Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Penpolotaan—ieusnuan—Pesreh—d-ombaran—Nepara Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah
Ropublik-ndonssia-Tahun-2005-NomerLi0—Tambahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan_Pemerintah
Lo Nosara-Renblik-tnd b ’ 15783 Nomor _.uu Tahun 2010 {L.embaran Nepara Republik
14, Perai M Dalam-Nose-N 2Tl u.on.. Indonesia Tahun 2010 Nomor 157)
_ L nitondiakan—i entain—tind 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
e S SRV N PN pengelowan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
15. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ._...vw __5 ﬁ. o_.w_vﬂm_n Tahun 2019 Nomor 42,
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; zm__._.__ . mwﬁ tmbaran Negara Republik Indonesia
16. Peraturan Menteri Pekegaan Umum dan Perumahan omor 6322) .
14. Peraturan Menteri Dalam Ne.

Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016
Menridikan Bangunan;

tentang  lzin

gen Nomor 32 Tahun
berian 1zin Mendirikan
gara Republik Indonesia Tahun

2000 tentang Pedoman Pem
Bangunan (Berita Ne
2010 Nomor 276);
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Ketentuan Umum

Pasal 1

1.

17.

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan:

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Zr.._:.: Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan wn_,E:u._.iu
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang lzin
Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara

Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 276
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum_dan_Perumahan Rakyat Nomor
06/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 534);

Tambahkan

Peraturan Pemenntah Nomor 36  Tahun 2005 teniang
Pcraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 1entang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532)

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom vang selanjutnva discbut Daerah

adalah _ kesatuan __ masvarakat _hukum _ yang
mempunyai _batas-batas wilavah yang berwenang
mengatur dan menpurus Urusan Pemerintahan dan
¢ masyarakat sclempat _menurut
prakarsa sendiri berdasarkan_aspirasi :..umﬁ:urm_
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemenntah Dacerah adalah bupati scbagal unsur
penyclenggara  Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pcmerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

&)

Pasal 1
a. angka

1 dan angka 2,

diubah sesuai ketentuan
Pasal 1 UU No. 23 Tahun

2014
b. angka

17 diubah sesuai

ketentuan Permen PUPR
19/PRT/M/2018




3 u. - - : ) _ |

12

-
R S - - ) ' !
1

I3 ‘Sertifilat_lak Fungsi :»:w:@:iC.@..:Ek

_ A|_.=..._=_3.. dranghat SLF_adalah_scrtifikat_yang _
_ diterbitkan_olch ?_:n:::_. dacrah_kecuali_unfuk |
_ bangunan gedung fungst khusus_olch P Pemerintah

untuk_menyatahan kelarkan_fungsi suatu bangunan

gedung haik _sccara_administratil_maupun k& teknis,
sebelum pemanfaatannya.

s a—a Cowci Pasal 4 _ Pasal 4

Sefwck Resdae Sadwel Rombuw IMB adalah setap orang dan atau badan __ Subjek Retnbusi IMB adalah sctiap orang dan/atau badan
: IMB | vang memperoleh IMB dan Pemenntah Dacrah _
& (o Moygdw Pasal 6 | Pasal 6 |
T agias
T...H..-...nﬂﬁ'lu a1 e—————tevt— b heeebnenthan—pade il Tingkat penggunaan jasa atas pembernan layanan IMB
’ e iantmrb a menggunakan indeks berdasarkan fungsi, Klasifikasi, dan
waktu pengpunaan bangunan gedung serta indeks untuk |
| S r——— e pasrrmra—demakesd-padn | pracarana bangunan gedung schagar tinghat ntensitas
Pt neleputt—berinian—erimeuan—desan—den | nenpeunaan jasa dalam proses penzinan dengan nurc?-:
llijlt;; kegiatan
| |
|
.
3 Premsp Poacuagms Pasal @ _ Pasal 9
Serdhaer 4= (1, imdeks Termtepram schagaimana dimaksud dalam Pasal | 2_ Indeks Tenntegrasi scbagnimana dimaksud dalam
Bourmva Tanf § Actrupian berdaarkan perhitungan schagar benkut Pasal 8§ ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagm i
Heardvas benkut

lsadch s temimogran — Indehs fungu x indeks klasifikas: x
smudchs wallyu poopyrunaan

Indeks tenntegrasi < Indeks fungy x  indeks
klaufikasi xindeks waktu penggunaan

| merujuk pasal-pasal dalam

Pasal 4 disempurnakan sesuai
ketentuan Pasal 147 UU No. 28

Tahun 2009

| Pasal 6 diubah scsum ketentuan

Pasal 59 Permenpupera No
05 PRT'M2016 sebagarmana

telah diubah nna«u:
Permenpupera
06.PRT/M2017

Pasal 9 disempurnakan dengan
raperda
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Pembayaran dan
Tempal
Pembayaran

(2) Indcks fungsi, indeks klasifikasi dan indcks wakiu

(3)

)

(5)

(6)

)

(N
()

(3)

penggunaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dan Lampiran | dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Indcks pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud
dalam Basel-20-husufe adalah scbagai berikut :
a. pratama, sebesar 0,65;
b. madya, scbesar 0,45;dan
c. utama, sebesar 0,30.
Indecks prasarana  bangunan gedung sebapaimana
dimaksud dalam Pasal—20—huri—d—dan—hurai—e;
tercantum dalam Lampiran 1l dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dan peraturan dacrah ini.
Besamya tingkat Kkcrusakan scbagaimana dimaksud
dalam PResel—20—hurei—b—dan—husi—e adalah scbagai
berikut :
a. tingkat kerusakan sedang, sebesar 0.45.dan
b. tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.
Bangunan gedung atau bagian bangunan pedung
dibawah pcrmukaan tanah (basement), di atas’bawah
permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi
indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan
indcks terintegrasi.
Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari 1 (satu)
fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung
secara proporsional.

Pasal 15

Retribusi IMB yang terutang harus dibayar sckaligus.
Retribusi IMB yang terutang dilunasi paling lambat 7
(tujuh) hari s¢jak diterbitkan SKRD.

Pembayaran retribusi IMB dilakukan pada perangkat
dacrah yang membidangi penerbitan IMB.

3
(2) Indcks fungsi, indeks klasifikasi dan indcks waktu

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(h
(2)

(3)

penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,
tercantum dan Lampiran | dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah m=_.
Indeks pelestarian/pemugaran scbagaimana dimaksud
dalam Pasal . adalah scbagai berikut :

a. pratama, scbesar 0,65,

b. madya, sebesar 0,45;dan

. utama, sebesar 0,30.

Indcks prasarana bangunan gedung scbagaimana
dimaksud dalam Pasal tercantum dalam
Lampiran 1I dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Besarnya tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ... ... adalah sebagai bernkut :

a. tingkat kerusakan scdang, sebesar 0,45.dan

b. tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.

Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung
dibawah permukaan tanah (bascment), di atas’/bawah
permukaan air, prasarana dan sarana umum diben
indeks pengah tambahan 1,30 untuk mendapatkan
indeks terintegrasi.

Dalam hal terdapat penggunaan lebih dan 1 (satu)
fungsi bangunan maka indcks terintegrasi dihitung
secara proporsional.

sekaligus/tunai/lunas.

Pembayaran  retribusi IMB  yang  terutang
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilunasi paling
sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain_yang
dipersamakan.

Pasal 15 disempumakan sesuai
ketentuan Pasal 160 UU No. 28
Tahun 2009
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2 3 4 5
(4) Hasil pembayaran retribusi IMB n_.,wnz.: ke rckening kas | (4) Pembayaran retribusi IMB dilakukan pada perangkat
umum daerah _n.__:m._m:._m (1 mn_:.u_ hari kerja. daerah yang membidangi penerbitan IMB.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran | (5) Hasil pembayaran retribusi IMB disctor ke rekening
diatur dengan peraturan bupati. kas umum dacrah paling lama (1 satu) hani kerja.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai  tata cara
pembayaran, angsuran_dan_penundaan pembayaran
retribusi diatur dengan peraturan bupati.
Pasal 16 Pasal 16 Pasal 16 disempumnakan sesuai
ketentuan Pasal 160 UU No. 28
(1) Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan | (1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak/kurang | Tahun 2009
STRD dan didahului dengan surat teguran  atau bayar ditagih dcngan menggunakan STRD dan
peringatan. didahului dengan surat teguran atau peringatan.
(2) Surat teguran atau peringatan scbagai awal tindakan | (2) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh)
han sejak saat jatuh tempo pembayaran. hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat [ (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah 1anggal
teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib surat teguran atau surat peringatan disampaikan,
retribusi harus melunasi retnbusi yang terutang. wajib retribusi  harus melunasi retrnibusi  yang
(4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana terutang,
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati atau | (4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana
pejabat yang ditunjuk. dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati atau
pejabat yang ditunjuk.
(5) Tata cara penagihan dan__ penerbitan _ sural
leguran/peringatan/surat lain_vang sejenis _diatur
dengan peraturan bupati.
Ketentuan Pasal 23 Pasal 23 Pasal 23 disempurnakan sesuai
Penyidikan _ , i (1) Selain penyidik Polri, Pejabat Pegawai . i1 | ketentuan Pasal 173 UU No. 28
(N ) gawai Negeri Sipil i 2009, Dalam

(2) Wewenang penyidik mn_ummw._.amun dimaksud pada aya
(1) adalah :

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang  Khusus  sebagai  Penyidik  untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana,

merumuskan ketentuan yang

menunjuk  pejabat  lenentu
scbagai  penyidik  pegawal
negeri sipil
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. memenksa  buku,

menenma, mencan, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi dan IMB agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

. menchti, mencan dan mengumpulkan keterangan

mengenai orng pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan
dengan tindak pidana dibidang retnbusi dan IMB;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pnbadi atau badan  schubungan tindak
pidana dibidang retribusi dan IMB;

catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
dan IMB;

dengan

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain,
scrta melakukan penyitaan  terhadap bahan  bukt
tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli
pelaksanaan tugas  penyidikan
dibidang Retribusi dan IMB;
menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan scdang berlangsung dan memenksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa,
memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi dan IMB;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

menghentikan penyidikan; dan/atau

mclakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi dan IMB scsuai dcngan Kketentuan
perundang-undangan.

dalam rangka
tindak  pidana

(2)

3)

Penyidik  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Dacrah yang diangkat olch

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Dacrah dan Retribusi
agar kelerangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencan, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan
Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

d. memenksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan  dengan  tindak pidana di  bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan
bahan buku pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta mclakukan penyitaan
terhadap bahan bukti terscbut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Dacrah dan Retribusi:

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa,

diusahakan agar tidak
mengurangi kewenangan
penyidik umum untuk
melakukan penyidikan  sesuai
ketentuan angka 219 Lampiran
II UU No. 12 Tahun 2011

scbagaimana telah  diubah
dengan UU No. 15 Tahun
2019.
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(3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1), h. memotret sesecorang yang berkaitan dengan tindak

memberitahukan dimulainya penyidikan dan pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut i. memanggil orang untuk didengar ketcrangannya
umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara dan diperiksa scbagai tersangka atau saksi;

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang J- menghentikan penyidikan; dan/atau

diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
Pidana. kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Dacrah dan Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pcjabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

GUBERNUR LAMPUNG,

.

ARINAL DJUNAIDI




